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Indonesia Tegaskan Komitmen Demokrasi

Indonesia bertekad akan terus melanjutkan agenda konsoliidasi demokrasinya. Dalam tatanan yang demokratis itulah negara bisa mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendukung tata kelola Pemerintah yang lebih kredibel, akuntabel, dan inklusif. Demikian salah satu fokus yang disampaikan Puan Maharani, Menko PMK (Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) dalam salah satu sesi sidang di tengah acara Sidang Umum PBB  di New York, Kamis 21 September 2017.
Laporan tersebut merupakan salah satu target program Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya yang terkait dengan isu Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh, dalam sesi pertemuan yang bertema Launch of the Roadmap for a Peaceful  Justice and Inclusive Societies (Peluncuran Peta Jalan Untuk Masyarakat Damai, Adil, dan Inklusif). Dalam laporan itu Puan menjelaskan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendukung tata kelola Pemerintah yang kredibel, akuntabel, dan inklusif. “Salah satu kebijakan terkait hal ini adalah Keputusan presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk 2012-2025” ujar Puan. 
Selanjutnya, Puan juga tak lupa menjelaskan mengenai capaian Indonesia tentang pembangunan demokrasi. Menurut Puan kemajuan demokrasi di Indonesia telah diapresiasi oleh banyak pihak. “Indonesia dianggap sudah membangun tata kelola pemerintah yang kredibel, akuntabel, dan inklusif” jelas Puan. 
Indeks Demokrasi Menyusut
Seusai memberikan pidato laporan di salah satu sesi Sidang Umum PBB tersebut, Menko Puan Maharani sempat menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang merosotnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang baru dirilis, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2015 IDI menccapai skor 72,82 dan menurun menjadi 70,09 di tahun 2016. Menurut Puan, demokrasi di Indonesia perkembangannya yang cukup dinamis.  ‘’Tapi saya yakin Indonesia sudah berada pada track yang benar dalam pelaksanaan demokrasi,” ujarnya. Indeks 70,09 sendiri tergolong baik. Katagori buruk bila IDI di bawah 60.
[bookmark: _GoBack]Puan juga meyakini rakyat Indonesia telah cukup jauh memahami dan meyakini prinsip-prinsip demokrasi. “Seluruh masyarakat kini yaki tahu bahwa semua kita kedudukannya  sama di hadapan hukum, memiliki hak azasi manusia yang sama, dan jalannya roda Pemerintahan harus berdasarkan mandat rakyat serta mayoritas tidak dapat meniadakan hak-hak minoritas” jelas Puan. Maka, Puan merasa tak ragu di Sidang Umum PBB itu untuk menyampaikan komitmen Indonesia yang akan terus meningkatkan demokrasi di Indonesia untuk dapat memenuhi target yang ada di SDGs. “Kita tidak dapat mundur ke masa lalu” tutup Puan. 
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